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PUTUSAN
Nomor 4969/Pdt.G/2022/PA.Tsm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat
tinggal di xxxxxxx Tasikmalaya, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Intan Gantika, S.H Advokat
yang beralamat di Kp. Cantilan, Rt/Rw 023/003, Desa
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
19 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor 6361/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 21 Desember
2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan pabrik, bertempat tinggal di xxxxxxx Provinsi

DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor
4969/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 21 Desember 2022, telah mengajukan
gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pejabat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, pada
hari Senin, 07 Desember 2009; Kutipan Akta Nikah Nomor
831/76/XI11/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kontrakan di xxxxxx, sampai tahun 2017, kemudian pindah dan tinggal
berama orangtua Penggugat di xxxxxx Tasikmalaya,;

3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pernah mengalami kehidupan
berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, serta
telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa sejak Juni 2014 rumah tangga tersebut mulai goyah, antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan/atau
pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Tergugat
kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat kurang memberi
nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut berpuncak pada bulan
November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah
rumah;

6. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut telah
dilakukan, namun tetap tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga
tersebut tidak lagi merefleksikan nilai-nilai luhur dari suatu pernikahan yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Syariat Islam;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada
maslahatnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk membuka persidangan dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxxxx), atau putus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Intan
Gantika, S.H , ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tasikmlaya dengan Nomor 6361/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 21
Desember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang
didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas
panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak
ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx telah bermeterai cukup dan
di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang

ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;
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Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Ixxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah
Kandung Penggugat;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
dan telah dikaruniai 2 orang anak;;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang memberi
nafkah kepada Penggugat;

— Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak Nopember 2020 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

— Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan
Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
dan telah dikaruniai 2 orang anak;;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat;

— Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah
hidup bersama lagi;

— Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan dengan
mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan
telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang

tersebut sebagai bagian dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai
Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor
6361/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 21 Desember 2022, Majelis Hakim menilai
bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya
kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kampung Cisaga RT.011
RW.003 Desa Nagrog Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena
itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989,
perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan
upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor: 1 tahun 2016;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati
Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai
dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun
1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi
tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon
agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2021 antara
Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, yang
pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
September 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2
tahun 1 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah
menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan
panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis
Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan
Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, yang dapat dipertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik,
oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Desember 2009

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau
orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil,
dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling
bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan
bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan sudah pisah rumah, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat
(1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi
serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 07 Desember 2009 dan telah melakukan hubungan suami istri
(ba'daddukhul)

2. Bahwa sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat;

3. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sekitar 2 tahun 1 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terjadinya perselisinan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak
Desember 2021 bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam
klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus
sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
demikian itu telah jauh dari tujuanya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an
dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor:
379/K/IAG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri
telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumabh lagi,
sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai
pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam dalam kitab Al-Muhadzab juz Il halaman
82 sebagai berikut:

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan thalak satu ba’in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:; 7
tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum

syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat
(XXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari ini  Senin, tanggal 09 Januari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Dede
Ibin, S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep
Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.l sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota | Hakim Anggota I

Drs. H. Dadang Priatna Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I
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Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp.  325.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Putusan Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.  445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :
— Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

— Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
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